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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tunggakan Debitur Atas Kerahasiaan
dan Jaminan, UU No. 42 Tahun 1999 Menurut UU No. 42 Tahun 1999
tentang Fidusia dan Penjaminan, pelaksanaan tujuan fidusia dan jaminan
harus berdasarkan kesepakatan para pihak. .Hal ini ditetapkan. Sebelum
pokok jaminan ditarik, kreditur mengirimkan surat permintaan (somasi)
kepada debitur. Setelah barang jaminan disita, harus diumumkan dalam surat
kabar selambat-lambatnya dua minggu sebelum pelelangan, debitur
wanprestasi, setelah itu barang jaminan disiapkan untuk dijual atau dilelang
umum, hasilnya akan dilelang. Jaminan Fidusia membantu melunasi
kewajiban debitur. Dalam hal debitur wanprestasi, korban atau kreditur harus
mendaftarkan jangka waktu fidusia untuk memenuhi syarat-syarat
pelaksanaan jangka waktu fidusia dan debitur diberikan tenggang waktu yang
bonafid.

2. Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-
XV11/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Wali Amanat, saat serah terima kepada Kreditur setuju bahwa ingkar

janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur dan harus
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berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau berdasarkan
putusan pengadilan yang menjadi tanggung jawab debitur. dijual segera.

B. Saran

1. Para pihak, kreditur, dan debitur dapat dengan tegas menyetujui klausula
wanprestasi, khususnya mengenai kesediaan debitur untuk menyerahkan jaminan
fidusia kepada debitur.

2. Perlu  mensosialisasikan ~ Putusan ~ Mahkamah  Konstitusi Nomor
18/PUUXVI1/2019 tentang Perubahan Norma Pasal 15 (2) dan (3) Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Putusan MK tersebut
telah diumumkan dalam Berita Negara dengan harapan setelah putusan tersebut
diambil, masyarakat akan lebih memahami mekanisme pelaksanaan jaminan

fidusia.
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